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RINGKASAN

Anisa Dwini Imantari, 2023, NPM 21901091083, Program Studi Administrasi
Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang, Penerapan Good
Governance Dalam Pelayanan Publik Di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
(Studi Kasus Pelayanan Publik Di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
(Bakesbangpol) Kota Malang, Dosen Pembimbing | : Dr. H. Slamet Muchsin, M.
Si, Dosen Pembimbing Il : Langgeng Rachmatullah Putra, S.AP., M.AP

Dalam penerapan praktik good governance dapat dilakukan secara bertahap
sesuai dengan kapasitas pemerintah, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar. Salah
satu pilihan strategis untuk menerapkan good governance adalah melalui
penyelenggaraan pelayanan publik.

Metode penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan
jenis penelitian deskriptif. Peneliti memilih jenis kualitatif dengan metode
deskriptif bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara jelas dan nyata apa yang
terjadi di lapangan secara menyeluruh, kemudian mengungkapkan secara deskriptif
tentang penerapan good governance di Kantor Bakesbangpol Kota Malang. Pada
pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, obseervasi, dan
dokumentasi. Analisis data pada penelitian ini menggunakan 4 komponen yaitu
antara lain : pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan kesimpulan
atau verifikasi. Sedangkan Teknik pemeriksaan peneliti menggunakan Teknik
keabsahan data. Penelitian ini menggunakan teori penerapan prinsip good
governance yang dikemukakan oleh UNDP (United Nations Development
Programme) melalui LAN dikutip Tangkilisan (2005:115).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Penerapan prinsip good
governance sudah diterapkan dengan baik yakni partisipasi, penerapan hukum,
transparansi, responsivitas, orientasi, keadilan, efektivitas, akuntabilitas, dan
strategi visi. Tetapi ada prinsip yang belum dimaksimalkan seperti prinsip
efektivitas, dimana pegawai di instansi tersebut masih belum sesuai dengan
keahlian yang dibutuhkan dan fasilitas sarana prasarana terutama aplikasi presensi
yang masih ada kendala. (2) Faktor pendukungnya yaitu memanfaatkan Sumber
Daya Manusia (SDM), menggunakan fasilitas sarana dan prasarana, dan adanya
dana anggaran untuk Kantor Bakesbangpol Kota Malang dan bila faktor
penghambat yang mempengaruhi penerapan good governance antara lain :
Penempatan SDM yang tidak sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang
dibutuhkan sehingga hasil kerja tidak maksimal, sering terjadinya mis komunikasi
antara pegawai, masyarakat, ormas, dan lain-lain, dan fasilitas sarana dan prasarana
untuk pegawainya yang kurang terutama aplikasi presensi (SIPRETI) yang masih
belum lancar atau terdapat kendala.

Kata Kunci : Good Governance, Pelayanan Publik
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SUMMARY

Anisa Dwini Imantari, 2023, NPM 21901091083, Public Administration Study
Program Faculty of Administrative Sciences, Islamic University of Malang,
Implementation of Good Governance in Public Services in the National Unity
Agency and Politics (Case Study of Public Services in the National Unity and
Politics Agency (Bakesbangpol) Malang City, Lecturer Advisor I : Dr. H. Slamet
Muchsin, M.Si, Supervisor 11 : Langgeng Rachmatullah Putra, S.AP., M.AP

The implementation of good governance practices can be carried out in stages
according to the capacity of the government, civil society and market mechanisms.
One of the strategic choices for implementing good governance is through the
provision of public services.

This research method is to use a qualitative approach and descriptive research
type. The researcher chose the qualitative type with the descriptive method aiming
to get a clear and real picture of what is happening in the field as a whole, then
reveal descriptively about the implementation of good governance in the
Bakesbangpol Malang City Office. The data collection was carried out using
interview, observation, and documentation techniques. Data analysis in this study
used 4 components, namely: data collection, data condensation, data presentation,
and conclusions or verification. While the researcher's examination technique uses
data validity techniques. This study uses the theory of the application of the
principles of good governance put forward by UNDP (United Nations Development
Programme) through LAN as quoted by Tangkilisan (2005: 115).

The results of this study indicate that (1) the application of the principles of
good governance has been well implemented, namely participation, application of
law, transparency, responsiveness, orientation, fairness, effectiveness,
accountability, and strategic vision. But there are principles that have not been
maximized, such as the principle of effectiveness, where employees in these
agencies are still not in accordance with the required expertise and infrastructure
facilities, especially attendance applications, which still have problems. (2) The
supporting factors are utilizing Human Resources (HR), using facilities and
infrastructure, and budget funds for the Malang City Bakesbangpol Office and if
the inhibiting factors that affect the implementation of good governance include:
Placement of HR that is not in accordance with the abilities and expertise needed
so that work results are not optimal, frequent occurrence of miscommunication
between employees, the community, mass organizations, and others, and facilities
and infrastructure for employees who are lacking, especially the presence
application (SIPRETI) which is still not smooth or there are obstacles.

Keywords : Good Governance, Public Service
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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Good Governance di Indonesia dikenal sejak era reformasi. Perkembangan tata
pemerintahan yang baik di Indonesia pun juga dipengaruhi oleh krisis moneter dan
kondisi sejarah negara lainnya. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia disebabkan
oleh banyak hal antara lain tata kelola pemerintahan yang buruk, maraknya KKN
(Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Praktik KKN menjadi perhatian utama bagi
hampir seluruh bagian pemerintahan. Permasalahannya adalah rendahnya kuallitas
pelayanan publik, masyarakat seperti dipandang sebelah mata. Para penyelenggara
pemerintahan hanya sibuk untuk mengisi perut dan memenuhi kepentingannya. Hal
ini tentunya menghambat proses pembangunan, meningkatnya Kriminalitas,
meningkatnya jumlah pengangguran, bertambah jumlah penduduk miskin, tingkat
kesehatan menurun, kualitas pendidikan yang buruk, dan menimbulkan konflik
didaerah yang mengancam persatuan dan kesatuan NKRI. (Handayani & Nur,
2019)

Sebagai negara yang menganut bentuk kekuasaan demokrasi, maka kedaulatan
berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar seperti
disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (2).
Negara seharusnya memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan
yang akan diambil, sehingga menjadi salah satu bentuk pengawasan masyarakat

pada negara dalam rangka mewujudkan good governance.
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Good Governance merupakan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang
universal, sehingga harus diterapkan juga dalam penyelenggaraan pemerintahan di
Indonesia, mulai dari pemerintah di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Apalagi
dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Undang-Undang Nomor 28
Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme. Dengan diterapkannya konsep Good Governance, maka
akan lahir kualitas pemerintahan yang lebih baik, angka korupsi menjadi semakin
rendah, dan pemerintah menjadi semakin peduli dengan kepentingan masyarakat.

Good Governance yang merupakan landasan nilai penyelenggaraan
pemerintahan saat ini, pada prinsipnya menekankan tentang pentingnya kolaborasi
dalam kesetaraan dan keseimbangan antara sektor publik, sektor swasta, dan
masyarakat. Good Governance ini mengisyaratkan adanya pandangan atau
paradigma baru administrasi publik yang disebut dengan tata kepemerintahan yang
baik. Oleh karena itu, konsep Good Governance ini ditujukan untuk meningkatkan
peranan dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan pada umumnya,
yang dimulai dari tahap perencanaan pembangunan, implememtasi, dan evaluasi.
Selain itu diadopsinya konsep Good Governance ini bisa dianggap sebagai suatu
gerakan kembali ke karakter pemerintahan yang hakiki, karena akan menghasilkan
birokrasi yang handal dan professional, efisien, produktif, serta memberikan
pelayanan prima kepada masyarakat.

Lahirnya konsep Good Governance dianggap sebagai suatu paradigma baru

landasan nilai penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Hampir setiap kegiatan
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atau peristiwa penting yang menyangkut masalah pemerintahan, istilah Good
Governance tak pernah ketinggalan. Ada Sebagian kalangan yang mengartikan
Good Governance sebagai kinerja suatu lembaga, misalnya kinerja pemerintahan
suatu negara, perusahaan, atau organisasi masyarakat yang memenuhi prasyarat-
prasyarat tertetu. Sebagian kalangan lani ada yang mengartikan Good Governance
sebagai terjemahan konkret demokrasi dengan meniscayakan adanya civic culture
sebagai penopang sustainbilitas demokrasi itu sendiri. (Sedarmayanti & Aziz, 2:
2020)

Pada perkembangan tata kelola pemerintahan ternyata menambah kebutuhan
pemahaman-pemahaman yang dapat mendukung tugas-tugas pemerintah yang
semakin luas dan dinamik, sehingga mendorong kajian-kajian yang semakin luas
pula. Menurut presiden Amerika Serikat ke 27 Woodrow Wilson, ditangkap secara
tegas sebagai suatu keadaan yang harus ditanggapi oleh semua negara-negara di
dunia. Sebagai seorang yang tadinya berprofesi akademisi, sangatlah paham dengan
kebutuhan itu, sehingga menyatakan Good Governance sebagai asas pelaksanaan
pemerintahan. Oleh lembaga-lembaga donor kaliber dunia, seperti: World Bank,
United Nation Development Program, Asian Development Bank, Good Governance
dimasukkan sebagai program dalam rangka pemberian bantuan kepada negara-
negara berkembang seperti Indonesia. (Wijaya, Pudjiarti, & Winarni, 12 : 2018).

Good Governance merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara,
goods and service disebut Governance (pemerintah atau kepemerintahan
sedangkan praktek terbaiknya disebut Good Governance yang berarti

kepemerintahan yang baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua
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pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. Good governance yang efektif menuntut
adanya koordinasi yang baik dan integritas, professional serta etos kerja dan moral
yang tinggi. (Andini, Amin, & Dyastari, 1511: 2017)

Meski sudah lama muncul di negara belahan dunia yang lain, namun baru
masuk ke Indonesia sekitar tahun 1998, yakni setelah krisis moneter serta krisis
kepercayaan yang melanda Indonesia atau setelah reformasi yang telah membuka
ketertutupan negara oleh segala informasi dari luar negeri, yang didukung oleh hasil
interaksi pemerintah Indonesia dengan negara dan lembaga pemberi bantuan
(donor). (Wijaya, Pudjiarti, & Winarni, 2:2018).

Penerapan good governance di Indonesia pada waktu itu bisa dikatakan sebagai
angin segar yang dapat memperbaiki sistem yang korup dan kualitas pelayanan
masayarakat yang buruk. Fitria Andalus Handayani dan Mohamad Ichsana (2019)
menjelaskan bahwasannya permasalahan good governance di Indonesia, yaitu :

1. Belum adanya kesesuaian antara tuntutan kebutuhan masyarakat dengan
reformasi birokrasi yang berjalan.

2. Tingginya tingkat keberagaman masalah dalam mencari keputusan akhir atau
pernyelesaianya.

3. Tren penyalahgunaan dan pelanggaran wewenang dan perilaku dan tindakan
Korupsi Kolusi dan Nepotisme yang masih tinggi, serta pengadaan kontrol dan
pengendalian kinerja aparatur pemerintah yang masih lemah.

4. Partisipasi masyarakat yang semakin tinggi tuntutannya dalam pembuatan dan

pengimplementasian kebijakan publik.
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5. Tuntutan publik terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip Good Governance yang
semakin meningkat, dalam rangka untuk memperbaiki dan meningkatkan tata
kelola kepemerintahan.

6. Era desentralisasi, yang berakibat pada meningkatnya tuntutan dalam
pelimpahan kewenangan, tanggung jawab dan pengambilan keputusan.

7. Belum memadainya sistem kelembagaan dan tata kelola pemerintahan di
daerah. sehingga menyebabkan rendahnya kinerja sumber daya aparatur
pemerintahan terkait.

Salah satu permasalahan utama dalam penerapan good governance di
Indonesia adalah kurangnya transparansi, padahal transparansi itu merupakan
prasyarat tata kelola yang baik. Jadi, sebanyak apapun pemerintah berusaha untuk
menerapkan good governance, sulit bagi masyarakat untuk mengetahui dan
menilai.

Pelayanan publik menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan
pengukuran kinerja pemerintah melalui birokrasi. Dalam keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 tahun 2003, tentang pedoman umum
penyelenggaraan pelayanan publik, dijelaskan oleh pemerintah bahwa pelayanan
publik dibedakan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu : kelompok layanan yang
menghasilkan bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, kelompok
layanan yang menghasilkan bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik,
dan kelompok layanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan.

Dan juga terdapat penetapan standar pelayanan publik dalam Peraturan Menteri
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Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014
tentang pedoman standar pelayanan.

Dalam menerapkan praktik Good Governance dapat dilakukan secara bertahap
sesuai dengan kapasitas pemerintah, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar. Salah
satu pilihan strategis untuk menerapkan Good Governance di Indonesia adalah
melalui penyelenggaraan pelayanan publik. Terdapat beberapa pertimbangan
pelayanan publik menjadi strategis untuk memulai menerapkan Good Governance.
Pelayanan publik sebagai penggerak utama juga dianggap penting oleh semua aktor
dari unsur Good Governance. Tiga alasan penting yang bahwa pembaharuan
pelayanan publik dapat mendorong praktik Good Governance di Indonesia.
Pertama, perbaikan kinerja pelayanan publik dinilai penting oleh stakeholders yaitu
pemerintah, warga, dan sektor usaha. Kedua, pelayanan publik adalah ranah dari
ketiga unsur Governance melakukan interaksi yang sangat intensif. Ketiga, nilai-
nilai yang selama ini mencirikan praktik Good Governance yang dijelaskan secara
lebih mudah dan nyata melalui pelayanan publik. (Dwiyanto, 4-5: 2005)

Penerapan Good Governance didasarkan pada prinsip Good Governance
menurut teori UNDP (United Nations Development Programme) melalui LAN
dikutip Tangkilisan (2005:115), yaitu: (1) partisipasi, (2) penerapan hukum, (3)
transparansi, (4) responsivitas, (5) orientasi, (6) keadilan, (7) efektivitas, (8)
akuntabilitas, dan (9) strategi visi. Pada dasarnya Good Governance adalah suatu
konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaanya
dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sejalan dengan prinsip demokrasi

yang lebih efesian pencengahan korupsi baik secara politik maupun administrasi
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(Maulida, 2018). Untuk itu, harus perlu dilakukan reformasi administrasi publik

khususnya di bidang manajemen sektor publik agar terjadi efektivitas dan

transparansi manajemen yang berimbas pada perbaikan pelayanan kepada publik.

Widiya Maulida (2018) menjelaskan beberapa hambatan yang menjadi kendala

mewujudkan good governance antara lain :

1.

Integritas Pelaku Pemerintahan Peran pemerintah yang sangat berpengaruh,
maka integritas dari para pelaku pemerintahan cukup tinggi tidak akan
terpengaruh walaupun ada kesempatan untuk melakukan penyimpangan
misalnya korupsi yang udah menyebar dimana-dimana.

Kondisi Politik dalam Negeri Jangan menjadi dianggap hal sepele setiap
hambatan dan masalah yang dihadirkan oleh politik. Bagi terwujudnya good
governance konsep politik yang tidak/kurang demokratis pada berbagai
persoalan di lapangan, maka tentu harus segera dilakukan perbaikan.

Kondisi Ekonomi Masyarakat Krisis ekonomi bisa melahirkan berbagai
masalah sosial yang bila tidak teratasi akan mengganggu kinerja pemerintahan
secara menyeluruh.

Kondisi Sosial Masyarakat yang solid dan berkemungkinan good governance
bisa ditegakkan yang harus ada pengawasan lebih kepada masyarakat

Sistem Hukum Menjadi bagian yang tidak terpisahkan disetiap
penyelenggaraan negara. Hukum faktor penting dalam penegakan good
governance. Kelemahan sistem hukum yang akan berpengaruh besar terhadap

kinerja pemerintahan secara keseluruhan.
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Di Indonesia terdapat banyak lembaga pemerintahan yang sudah menerapkan
good governance seperti di Kantor Kecamatan Kartanegara, Kantor Kecamatan
Kluet Utara Kabupaten Aceh, dan juga salah satunya di Jawa Timur, Kota Malang
yaitu Kantor Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Bakesbangpol) Kota Malang.
Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang sebagai salah satu instansi
pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan publik tentu saja pegawai dituntut
memiliki kinerja yang baik sehingga kualitas pelayanan yang diberikan sesuai
dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. Pegawai negeri sipil sebagai sosok
yang bertanggungjawab atas pemberian dan penyediaan pelayanan sangat dituntut
untuk terus mengembangkan dan menerapkan strategi yang dapat memperbaiki dan
meningkatkan kualitas pelayanan demi pemenuhan kebutuhan dan harapan
masyarakat. Kemudian indikator kualitas pelayanan publik menurut Sinambela
(2010:6), yaitu : (1) Transparansi, (2) Akuntabilitas, (3) Kondisional, (4)
Partisipatif, (5) Kesamaan Hak, dan (6) Keseimbangan Hak dan Kewajiban.

Di Kantor Bakesbangpol Kota Malang sudah menerapkan prinsip-prinsip Good
Governance di dalam masing-masing bidangnya. Bidang yang pertama yaitu
Bidang politik dalam negeri dan ormas. Menurut Kepala Bidang politik dalam
negeri dan ormas sudah menerapkan prinsip-prinsip good governance seperti
prinsip partisipasi yang disampaikan melalui pendidikan partai politik (parpol),
prinsip transparansi sudah dapat dilihat dalam pelayanan ormas (Si Ormas) dari
Menteri Dalam Negeri sudah tercatat seperti akte pendirian, prinsip orientasi pada
kesepakatan yang sudah menerima pendapat dan aspirasi masyarakat seperti

melalui sosialisasi terhadap pendidikan politik, dan prinsip akuntabilitas yang
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setiap  aktifitasnya  berkaitan  dengan  kepentingan  publik  sudah
dipertanggungjawabkan melalui laporan.

Bidang yang kedua yaitu Bidang wasnas dan penanganan konflik. Menurut
pegawai Bidang wasnas dan penanganan konflik sudah menerapkan prinsip-prinsip
good governance seperti prinsip partisipasi yang disampaikan melalui
pembentukan FKDM (Forum Kewaspadaan Divisi Masyarakat), prinsip
transparansi sudah terdapat di data umum transparan data intelejen tertutup, prinsip
orientasi pada kesepakatan yang sudah menerima pendapat dan aspirasi masyarakat
melalui FKDM (Forum Kewaspadaan Divisi Masyarakat), dan prinsip efisiensi dan
efektivitas yang sudah memaksimalkan sumber daya secara bijak dan
bertanggungjawab dengan anggaran yang minim tetapi mendapat hasil kinerja yang
maksimal.

Bidang yang ketiga yaitu Bidang ideologi wasbang dan ketahanan eksosbud
agama. Menurut Kepala Bidang ideologi wasbang dan ketahanan eksosbud agama
sudah menerapkan prinsip-prinsip good governance seperti prinsip partisipasi yang
selalu disampaikan karena setiap kegiatan melibatkan masyarakat, prinsip
transparansi sudah dilakukan karena setiap kegiatan selalu diinformasikan kepada
masyarakat, prinsip orientasi pada kesepakatan sudah diterapkan karena kegiatan
dibidang tersebut sudah melakukan kerjasama dengan PT, dan prinsip efisiensi dan
efektivitas pelayanan di wasbag bisa dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan pernyataan 3 Kepala Bidang di Kantor Bakesbangpol Kota

Malang sebagai salah satu instansi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan
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publik dalam beberapa bidang, terdapat beberapa permasalahan dalam penerapan
good governance, yaitu :

1. Penempatan SDM yang tidak sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang

REPOSITORY

dibutuhkan sehingga hasil kerja tidak maksimal.

University of Islam Malang

Kebutuhan akan sumber daya manusia sangat penting untuk keberhasilan
dalam penerapan good governance. Berdasarkan pernyataan kepala bidang
Wasnas dan Penanganan Konflik bahwa tidak tepatnya penempatan sumber
daya manusia atau pegawai yang sesuai dengan keahliannya jadi hasil kerjanya
tidak maksimal. Permasalahan ini termasuk dalam prinsip good governance
yaitu efektivitas

2. Sering terjadinya mis komunikasi antara pegawai, masyarakat, ormas, dan lain-
lain.

Berdasarkan pernyataan kepala bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas
bahwa seringnya terjadi mis komunikasi atau terjadi kesalahpahaman saat
menerima informasi. Permasalahan ini termasuk dalam prinsip good
governance yaitu transparansi.

3. Fasilitas untuk pegawainya seperti aplikasi presensi (SIPRETI) yang masih
belum lancar.

Di Kantor Bakesbangpol Kota Malang sekarang presensi kehadiran dan
pulang pegawai tetap menggunakan fingerprint, tapi juga dengan aplikasi
presensi (SIPRETI). Aplikasi presensi (SIPRETI) ini tentunya terdapat kendala
atau masalah seperti aplikasi hanya bisa diakses dengan hp android, lokasi

presensi tidak sesuai atau tidak presisi, sering gagal login atau tidak bisa
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diakses bila ada pegawai yang dinas diluar kantor. Permasalahan ini termasuk

dalam prinsip good governance yaitu efektivitas.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian yang berjudul “Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan
Publik di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Malang (Studi Kasus
Pelayanan Publik di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Bakesbangpol)
Kota Malang).”

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam

penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana penerapan good governance dalam pelayanan publik di
Bakesbangpol Kota Malang?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat pada penerapan good governance

dalam pelayanan publik di Bakesbangpol Kota Malang?

1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam

penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis penerapan good
governance dalam pelayanan publik di Bakesbangpol Kota Malang

2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis apa saja faktor
pendukung dan penghambat pada penerapan good governance dalam

pelayanan publik di Bakesbangpol Kota Malang
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1.4 Manfaat Penelitian
Dalam penelitian memiliki manfaat sebagai tindak lanjut dari apa yang telah

dirumuskan, Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini, sebagai

REPOSITORY

berikut :
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1. Manfaat Praktis
a. Bagi pemerintah, dapat menjadi suatu bahan masukan bagi Badan Kesatuan
Bangsa Dan Politik Kota Malang dalam meningkatkan pelayanan terhadap
masyarakat.
b. Bagi pegawai, dapat menjadi bahan masukan untuk memperbaiki Kinerja
pelayanan terhadap masyarakat.
2. Manfaat Teoritis
a. Diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan
penelitian selanjutnya dengan menjadikan referensi yang memiliki
kesamaan variable penelitian.
b. Dalam penelitian ini diharapkan dapat menambahkan wawasan yang dapat
dipergunakan dalam penulisan karya ilmiah di bidang Ilmu Administrasi.
c. Untuk lebih memahami teori-teori yang telah di pelajari selama menempuh

perkuliahan di Fakultas [Imu Administrasi.
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BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Penerapan Good Governance Dalam
Pelayanan Publik di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang yang
dilakukan sudah berjalan dengan baik dapat dilihat dari partisipasi, penerapan
hukum, transparansi, responsivitas, orientasi, keadilan, efektivitas, akuntabilitas,
dan strategi visi. Adapun juga dalam penerapan good governance dalam pelayanan
publik di Kantor Bakesbangpol Kota Malang ditemukannya faktor pedukung dan
penghambat yang mempengaruhi penerapan good governance. Hal tersbeut dapat

diuraikan sebagai berikut :

a. Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan Publik di Badan Kesatuan
Bangsa Dan Politik (Bakesbangpol) Kota Malang sudah cukup baik dan teratur
hanya saja ada beberapa prinsip good governance yang masih kurang baik
dalam penerapannya yaitu prinsip efektivitas dan prinsip transaparansi yang
akhirnya dapat menghambat terwujudnya penerapan good governance di
Kantor Bakesbangpol Kota Malang.

b. Faktor Pendukung dan Penghambat Pada Penerapan Good Governance Dalam
Pelayanan Publik di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota

Malang

147
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1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung dalam penerapan good governance yaitu keadilan

REPOSITORY

sosial, modernisasi birokrasi, pemerintahan yang kuat, pemerintahan yang

akuntabel, dan yang terpenting terbebas dari KKN (Kolusi, Korupsi, dan

University of Islam Malang

Nepotisme. Di kantor Bakesbangpol Kota Malang faktor pendukungnya
yaitu memanfaatkan Sumber Daya Manusia (SDM), menggunakan fasilitas
sarana dan prasarana, dan adanya dana anggaran untuk Kantor
Bakesbangpol Kota Malang sehingga dalam pengurusan berkas tidak ada
biaya sama sekali.
2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam penerapan good governance dalam
pelayanan publik di kantor Bakesbangpol Kota Malang yaitu kurangnya
SDM dan penempatan SDM yang tidak sesuai dengan kemampuan dan
keahlian yang dibutuhkan sehingga hasil kerja tidak maksimal, sarana dan
prasarana kurang memadai atau hanya terbatas seperti komputer, peralatan
ATK, terutama aplikasi absen SIPRETI yang masih ada kendala, dan
terjadinya miss communication atau miskomunikasi antara pegawai,
masyarakat, ormas, dan lain-lain seperti terjadi kesalahpahaman saat

menerima informasi.

5.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan Adapun saran-saran yang

mungkin dapat peneliti berikan dan dapat bermanfaat sebagai berikut :
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1. Menambah Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga proses pelayanan cepat
dengan cara merekrut pegawai baru seperti pegawai honorer atau non ASN dan

juga hendaknya melakukan pelatihan kepada pegawai yang keahliannya masih

REPOSITORY

kurang atau tidak sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan.
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2. Melengkapi fasilitas sarana dan prasarana sebagai penunjang proses pelayanan
untuk pegawai sehingga, apabila sarana dan prasarana lengkap pekerjaan akan
cepat selesai dengan cara menambah fasilitas seperti komputer yang masih
kurang, peralatan ATK, dan lain-lain menggunakan dana yang di berikan
kepada kantor bakesbangpol kota malang.

3. Kalau tentang solusi mis komunikasi yang pertama di lapangan yaitu lebih baik
memberikan kewajiban atau kewenangan melapor hanya kesatu pihak, jadi
semakin diperkecil jumlah yang lapor menjadi lebih baik karena permasalahan
di lapangan kalau banyak yang melapor akan jadi masalah. Yang kedua solusi
mis komunikasi di kantor yaitu kalau setelah menerima informasi lebih baik
ditahan dahulu sembari menunggu konfirmasi dari yang lain atau harus sama-
sama koordinasi satu level, karena permasalahan yang utama itu kurang

koordinasi sesama level.
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